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ABSTRAK

BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi memberikan pinjaman kepada masyarakat
dalam bentuk pemberian kredit usaha, kredit menimbulkan perjanjian piutang. Dalam
melakukan pemberian kredit BUMDesa harus menganut prinsip kehati-hatian. Prinsip
kehati-hatian ini diwujudkan.dalam bentuk perjanjian.simpan pinjam dengan jaminan
fidusia pada Bumdes Jaya Bersama.Koto. Tinggi, akantetapi dalam pelaksanaannya
beberapa jaminan fidusia yang digunakan tidak terdaftar atau diaktakan di hadapan
notaris.

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana
pelaksanaan perjanjian simpan pinjam 'dengan jaminan fidusia pada BUMDesa Koto
Tinggi Kecamatan Rambah. Kabupaten Rokan Hulu’ dan.apa akibat hukum yang dapat
ditimbulkan bagi kreditur-dan BUMDesa Koto Tinggi apabila jaminan fidusia tersebut
tidak didaftarkan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu observasional researchatau penelitian
empiris yakni suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang
terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala
lainnya dengan carasurvey, metode pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu
pengambilan sampel yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian, agar tercapainya
maksud dan tujuan dalam penelitian ini. Sesuai dengan judulnya, lokasi penelitian penulis
adalah Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ialah 465 orang debitur di Desa Koto
Tinggi. Kemudian yang dijadikan sampelnya ialah 15 orang masyarakat, 1 orang
Komisaris/Pengawas dan 1 orang Direktur Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit
antara Bumdes Jaya Bersama, Koto Tinggi yaitu dimulai dengan mengajukan serta
mengisi dan menanda tangani permohonan-Kredit-dan akan dinilai kelayakannya oleh
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi. Apabiladirasa sudah layak, maka penandatanganan
perjanjian kredit serta penandatanganan surat Kuasa Penjualan Agunan akan dilakukan
dan pencairan akan disegerakan, sedangan penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit
yang dituangkan didalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) belum memiliki
kepastian hukum yang kuat dalam penyitaan jaminan, sebab belum didaftarkan dalam
akta notaris. Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi yang menerima hak jaminan fidusia
kadang kala tidak mendaftarkannya, dengan alasan biaya atau karena akta perjanjian
dibuat di bawah tangan. Sedangkan.dari pihak-Nasabah, sering terjadi mengalihan hak
benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Sehingga akibat hukum yang muncul adalah
saat jaminan fidusia tidak didaftarkan maka Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi tidak
memiliki hak eksekutorial sertahak-hak Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi tidak
mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalamundang-undang jaminan fidusia.
Oleh karenanyasolusi yang diambil oleh Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi dapat
melaporkan debitur kepada Kantor Kepolisian Republik Indonesia dengan tuduhan
penggelapan.

Kata kunci : Pelaksanaan Simpan Pinjam, Jaminan Fidusia, BUMDesa.



ABSTRACT

BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi provides loans to the community in the
form of providing business loans, the credit creates a receivables agreement. In granting
credit, BUMDes must adhere to the principle of prudence. This precautionary principle is
realized in the form of a savings and loan agreement with fiduciary guarantees at
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi;but.in practice some of the fiduciary guarantees used
are not registered or notarized before a notary.

Based on the above background, the problem studied is how the implementation
of savings and loan agreements with fiduciary guarantees at the BUMDes Jaya Bersama
Koto Tinggi Rambah District, Rokan Hulu:Regency.and what legal consequences can be
caused to creditors and BUMDes' Jaya Bersama KotoTinggi if the fiduciary guarantees
are not registered.

The type of research used is observational research or empirical research, which
is a study that seeks to identify the laws that exist in society with the intention of finding
out other symptoms by means of a survey, the sampling method is purposive sampling,
namely sampling that is only adapted to the research objectives, in order to achieve the
objectives. and objectives in this study. In accordance with the title, the location of the
author's research is Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi, Rambah District, Rokan Hulu
Regency. The population in this study were 465 debtors in Koto Tinggi Village. Then the
samples were 15 people, 1 Commissioner/Supervisor and 1 Director of Bumdes Jaya
Bersama Koto Tinggi.

The results showed that. the implementation of the'credit agreement between
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi was started by submitting and filling out and signing
the credit application and the feasibility of Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi would be
assessed. If it is deemed feasible, then the signing of the credit agreement and the signing
of the Power of Attorney for ithe .Sale of Colfateral will be carried out and the
disbursement will be expedited, while the settlement of default of the credit agreement as
outlined in the loan agreement letter (SP2K) does not yet have strong legal certainty in
foreclosure, because it has not been registered. in the notarial deed. Bumdes Jaya
Bersama Koto Tinggi that received fiduciary security rights sometimes did not register it,
for reasons of cost or because the deed of agreement was made privately. Meanwhile,
from the customer's side, it often happens that the rights.of fiduciary collateral objects
are transferred to third parties. So that the legal consequence that arises is that when the
fiduciary guarantee is not registered, the. Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi does not
have executorial rights and the rights of the Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi do not
get protection as stated in the fiduciary guarantee law. Therefore, the solution taken by
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi is to report the debtor to the Indonesian National
Police Office on charges of embezzlement.

Keywords:Implementation of Savings and Loans, Fiduciary Guarantee, BUMDes.
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BAB |

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

satu faktor nenonjol at E j’ tervensi yang

besar, da

masyarakat desa alami akhir rintah Indonesia

melaksanaka : Atlik MDES) sebagai

aka sudah saatnya eksistensi desa
mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat dengan lahirnya
kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan
dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan  ekonomi

masyarakat.(Zulkarnaean, 2016, p. 1)



Menurut McKeachie dan Doyle masyarakat adalah sekelompok manusia
yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya dan telah
memperkembangkan pola organisasi yang memungkinkan mereka hidup bersama
dan dapat mempertahankan diri dalam satu kelompok(Purnomo, 2016, p. 116)

Pemerintah Kabupten Rokan.Hulu dalam. upaya untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat desa, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pembangunan Desa membheniuk-suatu badan ketangan yaitu Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa).BUMDesa adalah lembaga wusaha yang. dikelola oleh
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian
desa. Permodalan BUMDesa seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan milik desa yang
dipisahkan guna untuk mengelola asset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk
kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa ramai dibicarakan dalam-kurun waktu beberapa tahun terakhir
ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
(UU Desa). Dalam undang-undang ini pasal 213 ayat 1-3, desa disebut secara
definitif dan keberadaan BUMDesa sudah diakui, dinyatakan bahwa “(1) Desa
dapat mendirikan badan usaha milik"desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa; (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman
pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan usaha milik desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-
undangan”. Hal ini juga dikuatkan oleh Perda Kabupaten Rokan Hulu Nomor 08

tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa.
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BUMDesa didirikan dengan maksud dan tujuan diantaranya sebagai usaha
untuk meningkatkan perekonomian desa, sebagai salah satu usaha meningkatkan
Pendapatan Asli Desa (PAD), meningkatkan pola pikir untuk melihat peluang

usaha, mendorong berkembangnya usaha mikro serta memberi peluang bagi

untuk dapat me Ka : ahé al menerapkannya

pada desa-desa

2. Penyaluran 9 bahan pokok masya

3. Industri kecil dan kerajinan rakyat;

4. Perdagangan hasil pertanian yaitu hasil bumi, pertanian, tanaman pangan,
perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;

5. Kegiatan perekonomian lainnya yang sesuai potensi desa dan bisa

meningkatkan nilai lebih dalam masyarakat.



Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Program Pemberdayaan desa
(PPD) dapat membentuk suatu kelembagaan yang memiliki tujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendirikan BUMDesa salah satu

diantaranya Desa Koto Tinggi.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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atau lebih mengikutkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.(Subekti, R.,
dan Tjitrosudibio, R., 2014, p. 338). Dengan beberapa syarat sah suatu perjanjian
yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata,yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

b. Kecakapan kedua belah pihak untuk membuat suatu perikatan

c. Suatu hal tertentu
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d. Suatu sebab yang halal.(Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., 2014, p. 339)
Didalam syarat-syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320
KUHperdata telah disebutkan apabila perjanjian yang telah disepakati tersebut

apabila tidak terpenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang maka

agi mereka yang

o

ain

J

ﬁ ang dinyatakan
o

o
g

l

didalam pasal 1338 KUHPerdata tersebut dapat dinyatakan bahwa perjanjian
pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak yang mengelola,pasal
tersebut telah terpenuhi dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah

pihak yang melakukan perjanjian tersebut mengikuti ketentuan tersebut.(Subekti,

R., dan Tjitrosudibio, R., 2014, p. 342)



Perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang,berdasarkan
pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain,dan pihak
yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.Pihak yang berhak menuntut
sesuatu, dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi
tuntutan dinamakan debitur.(Subekti-R. 2005, p. 1)

BUMDesa Koto Tinggi memberikan dananya kepada masyarakat untuk
dijadikan sebagai modal .untuk-berkarya “seperti> untuk membuka usaha atau
mengembangkan usaha yang telah ada, baik di bidang perdagangan, pertanian,
perkebunan maupun jasa lainnya. Dengan hadirnya Badan Usaha Milik Desa ini
maka bisa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk
menstabilkan perekonomian masyarakat.

Pihak yang mengelola Badan Usaha Milik Desa Koto Tinggi sebagai
badan usaha yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk
Simpan Pinjam. Para pihak-telah ‘melakukan rangkaian penilaian terhadap
masyarakat yang bersangkutan apakah dapat dipercayai untuk dapat
mengembalikan pinjaman sesuai dengan pinjaman yang telah di sepakati oleh para
pihak dan memastikan apakah jaminan (agunan)tidak bermasalah.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan, mempunyai sifat yang
melekat serta mengikat benda yang bersangkutan dimanapun tempat benda itu
berada.Jaminan kebendaan dapat dibagi hanya menjadi beberapa bagian yaitu:

1. “Gadai adalah suatu hak yang diproleh seorang berpiutang atas suatu barang
bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang

bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan
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utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang
berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh
tempo.Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam

bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum

penggantie . | pe : i, R., dan
Tjitro

3. Hak Tang Ir dé uu 996 pasal 1 ayat(1)

kaitan dengan

tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertentu,yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Lahirnya UU No0.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dilandasi oleh

kepentingan pembangunan di bidang ekonomi,terutama dalam menunjang

kegiatan perkreditan serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan



hukum jaminan fidusia pada khususnya.Definisi fidusia terdapat didalam pasal 1
ayat 1 UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia, yakni ”Fidusia adalah pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa
benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda”.Kemudian pengertian-dari jaminan, fidusia berdasarkan pasal 1
ayat 2 UU No.42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa ”Hak jaminan atas benda
bergerak ‘baik yang berwujud maupun tidak ‘berwujud dan benda bergerak dan
benda tidak _bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No.42 Tahun 1999
tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia
kekuasaannya tetap berada di tangan pemtlik-benda (debitur) dalam hal ini adalah
penyerahan benda tanpa menyerahkan fisik dari benda tersebut. Kreditur
mempercayakan kepada debitur untuk tetap bisa mempergunakan benda jaminan
tersebut sebagaimana fungsinya, debitur. harus mempunyai itikad baik untuk
memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Debitur tidak diperbolehkan
mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.(Satriya, 2015)

Pengalihan objek jaminan fidusia hampir pernah terjadi pada semua
lembaga keuangan baik mikro maupun makro, khususnya di BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggijuga pernah mengalami pengalihan objek jaminan fidusia

yang dilakukan oleh debitur, seperti halnya dengan nasabah yang melakukan



peminjaman di BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi, salahsatu penyebab debitur
melakukan pengalihan benda jaminan adalah karena usaha yang dilakukan
mengalami kerugian, akhirnya debitur berinisiatif untuk menjual benda jaminan
yang dimiliki kepada pihak lain. Pengalihan benda jaminan yangdilakukan oleh
debitur kepada.-pihak" lain tersebut..membuat kerugian bagi BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi, karena benda jaminan tersebut dialihkan dengan caradijual
oleh debitur-tanpa sepengetahuan kreditur; sehingga pihak kreditur tidak bisa
melakukan eksekusi benda jaminan tersebut, selain itu pihak kreditur juga
mengalami  sedikit kesulitan karena harus mencari sendiri benda yang
dijaminkanguna melakukan eksekusi.

Eksekusi jaminan yang diberikan debitur dapat dilakukan serta ditetapkan
apabila jaminan dibuatkan dalam bentuk sebuah sertifikat fidusia yang diresmikan
oleh seorang notaris.Dengan adanya sertifikat ini juga dapat dijadikan suatu
perlindungan untuk kedua belah ‘pihak,baik"sebgai pemimjam maupun pemberi
pinjaman sama-sama tidak ada yang dirugikan.Bagi pemberi pinjaman,adanya
serifikat fidusia int dapat menjadi satu landasan serta kekuatan hukum untuk
eksekusi pengambilan benda apabila tidak dapat melunasi pinjaman.Bahkan pihak
pemberi pinjaman juga dapat mendapatkan keuntungan berupa dukungan legal
dari aparat hukum atas eksekusi yang dilakukan.(Akseleran, 2020)

Namun pada praktiknya di lapangan,diperoleh informasi bahwa BUMDesa
Koto Tinggi tidak mendaftarkan agunannya secara notaris dan hanya dibawah
tangan,padahal pendaftaran agunan tersebut sangat wajib bagi lembaga

pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 1, apabila
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transaksi tidak diaktekan dan didaftarkan,maka secara hukum perjanjian fidusia
tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian
hutang piutang secara umum.

Fakta yang ditemukan menunjukkan adanya kesenjangan anatara das

ur dan BUMDesa Koto

iy
B n»
Tinggi apabila jaminan fid ﬁ‘gm Jaftarkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksaan perjanjian simpan pinjam dengan
jaminan fidusia pada BUMDesa Koto tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten

Rokan Hulu.

10
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2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi kreditur dan
BUMDesa Koto tinggi apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
Sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini adalah

sebagai berikut:

1. Secara Teori

kondisi i jad ‘ siplin  ilmu
akademik.Pene ini diharapka at  seba S informasi
yangdapat ebhags 56 ahan sumbangan

pemikiran ampak d X 1 dinerja keuangan

pan pinjam yang

ada pada B g an pemikiran pada

D.
1. Teori Tanggung Jawab Huku
BUMDesa ini dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2005 mengenai desa dinyatakan bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat dan desa,pemerintah desa mendirikan sebuah badan usaha

milik desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini ditetapkan dalam

Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2).

11



Bentuk Badan Usaha Milik Desa ini haruslah berbadan hukum (ayat 3).Badan
Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang semua atau sebagian besar modalnya
dimiliki atau dipunyai oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset,jasa pelayanan,dan
usaha-usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang semua atau sebagian
besar madalnya dimiliki .ataudipunyai “oleh/‘desa melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan desa.Karena itu,pengembangan BUMDesa
disini merupakan bentuk penguatan untuk lembaga-lembaga ekonomi desa serta
merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis
potensi yang dimiliki desa.

BUMDesa dapat terdiri dari beberapa usaha yang berbadan hukum,dapat
berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya bersumber dari BUMDesa dan
masyarakat,bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada peraturan desa tentang
pendirian BUMDesa. BUMDesa dalam melaksanakan kegiatannya tidak hanya
berorientasi pada “keuntungan keuangan saja,tetapi- juga beroientasi untuk
mendukung peningkatan “kesejahteraan masyarakat Desa.BUMDesa diharapkan
dapat mengembangkan unit-unit usaha dengan potensi ekonomi.Dalam hal
kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik,sangat dimungkinkan
pada saatnya BUMDesa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 7 ciri utama yang membedakan BUMDesa dengan lembaga

ekonomi komersial pada umumnya adalah sebagai berikut:

12
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1) Badan usaha ini dipunyai oleh desa dan dikelola secara bersama-sama;
2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil);

3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya

4) informasi
5) ‘ n€ 4’ kesejahteraan
6) Difasii 2merir emerinta @1 abupaten dan
7) ar i S contro ’ a (Pemdes,BPD

ahwa BUMDesa
ini sangat perl k memiliki usaha
produktif maupun sama mengembangkan

Dalam kehidupan sehari-hari ba masyarakat yang membutuhkan uang
untuk membuka usaha atau untuk melanjutkan usahanya dengan mencari dana
dengan cara meminjam kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Simpan
Pinjam.

BUMDesa Simpan Pinjam adalah jenis usaha yang bergerak dibidang

perhimpunan dan penyalurandanakepada masyarakat melalui usaha simpan

13
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pinjam yang dikelola di bawah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh
pemerintah desa.
Adapun beberapa fungsi BUMDesa yaitu:

a. Untuk meningkatkan sumber pendapatan desa,BUMDesa menghimpun

ukum Perdata
menyatakan bahwa: a kebendaan si berue g ergerak maupun

yang tak bergerak, bail ada ya aru kemudian hari,

4 syarat, yaitu sebagai berikut:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

2. Kecakapan untuk melaksanakan suatu perjanjian
3. Hal tertentu

4. Sebab yang halal

14
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Perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdata terlihat kurang lengkap karena
pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja.Padahal
didalam sebuah perjanjian perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri

seperti jual beli dan lainnya dimana masing-masing pihak saling mengikatkan diri

proses pengajuan
kredit atau
bisa hanya
jaminan.Sal
Indonesia ya

o

utai

A

‘54 disertai dengan
' 4

o

g

)

0 ﬂ aan, merupakan
r 4

san ping gadai yang

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, Fidusia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam
penguasaan pemilik benda. Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia

kreditur dan debitur bersepakat untuk tidak perlu menyerahkan barang jaminan,

15
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debitur hanya menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada kreditur. Selama
utang belum lunas kepemilikan barang dialihkan secara kepercayaan. Namun
apabila debitur wanprestasi atas uangnya, maka barang jaminan diserahkan

kepada kreditur untuk dijual secara lelang. Jaminan fidusia merupakan lembaga

debitur tanpa
an benda tersebut

ak debitur tidak

3) 3 anakan kepada kreditur untuk

memperoleh pelunasan terlebih™dahulu atas hasil eksekusi benda yang
menjadi objek jaminan.

4) Fidusia memberi kreditur kekuatan untuk menjual agunan atas inisiatif
mereka sendiri.

Jaminan fidusia harus didaftarkan pada Biro Jaminan Fidusia sesuai pasal

11 dan 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia,kemudian akta fidusia terbit pada

16
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tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran ada di
dalam pasal 14 UUJF.
Dalam melakukan simpan pinjam,BUMDesa harus memiliki prinsip ke

hati-hatian.Kesalahan dalam memberikan simpan pinjam akan memberikan

B g i 0 )3 grasi desa, tetapi
dengan peruba ama.Sehingga | £Sa dak terlalu jauh

berbeda dengan koperasi y: badan usa ng-orang atau

tanggung jawab pemerintah.Baik ole nerintah pusat maupun oleh pemerintah
daerah, membentuk dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong
pertumbuhan masyarakat.Demikian juga pemerintah memberikan

bimbingan,pembinaan kemudahan serta perlindungan kepada Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa).

17
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Koperasi adalah perkumpulan organiasi ekonomi yang mempunyai
anggota orang-orang atau badan-badan, yang memiliki kebebasan untuk masuk
dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama

secara kekeluargaan untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan untuk

i sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada
babl ketentuan umum pasal | bagian ke satu dinyatakan bahwa koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi bagi rakyat yang berdasarkan prinsip koperasi

18
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sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas

kekeluargaan.(Supramono, 2009, p. 4).

2. Penelitian Terdahulu

melakukan pelelangan guna melunast kreditnya.(Ekamanti, 2008).
b) Skripsi yang ditulis oleh Adhisti yang berjudul “Fidusia sebagai Jaminan

dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten”, metode
penelitian yang digunakan adalah deskrpitif. Hasil penelitian menunjukkan

pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada dasarnya

sama dengan pemberian kredit dengan jaminan lainnya, namun untuk kredit

19
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d)

dengan jaminan fidusia setelah proses di Perusda BPR Bank Pasar Klaten
harus dibuat Akta Fidusia dihadapan notaris lalu didaftarkan ke Kantor
Pendaftaran Fidusia.(Adhisti, 2009).

Skripsi yang ditulis oleh Santuso yang berjudul “Penyelesaian Debitur

vanprestasi yang
ukum berupa
pembayara g : adi obyek jaminan

fidusia da 8 pihak kreditt : engadilan Negeri

pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Ibnu Khaldun diawali dengan pembentukkan perjanjian antara pemohon
kredit dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu Khaldun kemudian diikuti
dengan pembebanan jaminan fidusia yang akad perjanjian tersebut dibuat

dihadapan notaris tetapi tidak dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran

fidusia. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan adalah petugas koperasi

20
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(account officer) melakukan penagihan di kediaman pemohon kredit,
memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, melakukan penahanan

dan penjualan barang jaminan milik pemohon kredit. Risiko terhadap

hilangnya atau musnahnya barang jaminan karena force majeur menjadi

2009, p. 44)Dalam penelitian ini pelaksaan berarti proses, atau perbuatan
melaksanakan perjanjian oleh masyarakat Desa Koto Tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa
adalah desa dan desa adat atau dengan istilah lain, selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang

21
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untuk mengatur dan mengurusi urusan pemerintah, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul, dan hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik

Indonesia.

tersebut tets

tahun 1999

F. Metode Penelitian
a. Jenis dan Sifat Penelitin
Jika dilihat dari sudut jenisnya penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian observasional research dengan cara survey, dimana penulis

dalam melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan (lokasi

22
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penelitian) guna untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat
pengumpulan data yang berupa wawancara.
Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriftif, yaitu penelitian

yang dimaksud untuk memberikan data yang selektif mungkin tentang

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki
karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan
pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
keseluruhan masyarakat desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu yang ikut dalam pinjam meminjam di Badan Usaha Milik

Desa (BUMDesa)

23



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri
utama dari populasi dan ditetapkan untuk orang yang diwawancarai oleh
peneliti.Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive

sampling. Penarikan sampel secara purposive sampling yaitu penentuan

R L (Y

Persentase

Vg

100%

100%

3,22%

Sumber Data Olahan, 2021

d. Alat Pengumpulan Data

1) Wawancara,yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan
keterangan secara dialog atau Tanya jawab guna untuk mencapai

tujuan tertentu.Caranya dengan menanyakan secara langsung
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kepada pihak yang bersangkutan dalam hal bagaimana pelaksanaan
perjanjian simpan pinjam uang kepada responden.

2) Kuesioner,yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang

diajukan secara tertulis kepada responden yang sifatnya tertutup,

teratur, logis, dan efektif untuk menjelaskan hubungan antara teori yang
ada dengan kenyataan mengenai pelaksaan perjanjian simpan pinjam

antara masyarakat Desa dengan BUMDesa Koto Tinggi.
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f. Metode Penarikan Kesimpulan
Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara
analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan

menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan

%

-~
7
o
,
o
5
e
”
(
¢

“
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjaun Umum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam

persetujuan ada ) atan deng ebih mengikatkan

dirinya terhada ran U lebi aka pel da uskan sebagai

suatu hubungan hukum antara du

dua pihak yang mana pihak yang
satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.(Subekti R. , 2005)

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas antara lain:

a. Asas konsensualismne

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan,maka asas ini

menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari
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kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka
perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai

Undang-Undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam pasal 1320 KUH

Perdata.(Supramono, 2009, p. 164)

umumnya iada ecara i kesepakatan

artinya bahwa terjadinya perjanjian-adalah memenuhi bentuk yang telah
ditetapkan. Asaskonsensualisme yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata adalah yang berkaitan dengan bentuk perjanjian.
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b. Asas kebebasan berkontrak
Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk

mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja,asalkan

perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-

tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-
Undang.

c. Asas itikad baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu

melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata
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menyebutkan,bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apapun
yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh
kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sesungguhnya asa itikad baik

tidak hanya ada pada waktu pelaksanaan perjanjian, akan tetapi pada waktu

baik” Asas itikad baik merupakan asas diman: aitu pihak kreditur
dan debitur
atau keyaking

Asas itika nenjadi-dua macam ad baik subyektif

sedangkan asas itikad baik obyektif*adalah pelaksanaan suatu perjanjian atas
norma kepatutan atau sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

d. Asas keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian

harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi

perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak
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ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas
ini di atur pada pasal 1320 KUHPerdata. (Supramono, 2009, p. 166)
e. Asas kepercayaan

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga juga tidak kalah pentingnya

ditetapkan ole il : sudkan dalam
pasal terse apan, hal tertentu

dan sebab a.(Supramono,
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mengikat kedua belah pihak dan dapat difaksanakan. (Supramono, 2009, p. 165)
Dalam pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata pada prinsipnya kekuatan
mengikat perjanjian setelah tercapainya kata sepakat sangat kuat sekali, karena

perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan

yang diperbolehkan oleh undang-undang.
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2.) Kecakapan
Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kemampuan para pihak
bertindak membuat perjanjian. Pada prinsipnya semua orang mampu membuat

perjanjian karena para pihak bebas menentukan bentukperjanjian secara lisan atau

pbarang, paling
lahnya dapat

ditentukan ' : an tersebt L bahwa dalam

oleh KUHPerdata, padahal yang sesungguhnya adalah persoalan itikad baik dalam

membuat perjanjian. (Supramono, 2009, p. 177)
2. Pengertian dan Macam-macam Jaminan

Tujuan jaminan ialah untuk menyakinkan kreditur,bahwa debitur memiliki

kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi pinjaman yang diberikan
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kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati
bersama.Dalam pengertian umum, istilah jaminan sering disamakan dengan istilah
borg, yang mana keduanya merupakan peristilahan dalam hutang piutang, Adapun

yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur

perikatan i an d o mempunyai  suatu
kepentingan  ba ] a E - " lam perikatan

tersebut. Pa : : da K Segala kebendaan si

benda itu dibagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukan”.

Dibutuhkannya jaminan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah

semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur,agar dana yang

sudah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang
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ditentukan.Dengan kata lain dengan adanya jaminan bagi pemberian kredit adalah
demi keamanan dan kepastian hukumnya pihak pemilik dana.Jadi jelas bahwa
tanpa ada jaminan dari debitur maka tentu pihak kreditur tidak akan memberikan

fasilitas kredit kepadanya.Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis jaminan

Adapun yang menjadi alasa enggunakan istilah jaminan adalah

dikarenakan:

1) Telah lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dalam hal ini berkaitan
dengan  penyebutan-penyebutan  seperti  hukum  jaminan,lembaga

jaminan,jaminan kebendaan,jaminan perorangan,hak jaminan dan lain

sebagainya.
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2) Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang
lembaga jaminan,seperti yang tercantum dalam undang-undang hak
tanggungan dan jaminan fidusia.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu fiducie,(Salim H. , 2005,

ndang Nomor
dusia. Fidusia
epercayaan dengan

tersebut tetap

kreditur, akan tetapi yang diserahka a haknya saja secara yuridise-levering
dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang
debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi

sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar”.(Manulang, 1987,

p. 40)
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Definisi ini didasarkan pada kontruksi hukum adat, karena istilah yang
digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau
cara mengalinkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum

dalam definisi yang dikemukakan oleh Hamzah dan Manulang adalah :

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” (Bahsan, 2010, p.
55)

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat
hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan

fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae

yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio.
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Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditare
contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan
bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor

sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan

Indonesia. ' Une . : h ntang yaitu Undang-
Undang J a ISi ga - ia". Dengan

demikian, i usia” sudah m kan lala dunia hukum

(4) Eigendom Overdracht tot eid (Penyerahan Hak Milik — secara
jaminan).

(5) Bezitloos Pand (Gadai tanpa Penguasaan).

(6) Een Verkapt Pand Recht (Gadai Berselubung).

(7) Uitbaouw dari Pand (Gadai yang Diperluas).

Beberapa prinsip utama jaminan fidusia adalah sebagai berikut :
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(1) Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang
jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenamya.

(2) Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada

wanprestasi dari pihak debitur.

m tentang ini,
haruslah m
(1) Terdap
(2) Adanya fite
(3) Adanya % 2 g menyerahkan

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian
fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan
perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat
jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam
perjanjian fidusia tersebut, kewenanganmenguasai benda, yang dimaksud adalah

pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu
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digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak
menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang
perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung
jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk
menyelesaikan _pinjamannya dengan.cara  menjual. benda jaminan, penyerahan
yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara constituttun
posessoriuni*bagi benda bergerak 'yang berwujud,-atau dengan cara cessie untuk
hutang piutang.

Pasal 1 UU JaminanFidusia memberikan penjelasan dan defenisi bahwa
"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda
bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan ‘yang. tidak * dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan pelunasan
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
Fidusia terhadap kreditur lainnya™.(Jaya, 2000, p. 84)

Dari definisi yang diberikan tersebut jelas bagi kita bahwa fidusia
dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan
hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF ini adalah

pranata jaminan fidusia sebagaimana yang dalam fiducia cum creditore contracta
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yaitu jaminan yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai
bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan, jaminan fidusia
lebih dikedepankan dalam UUJF dari pada pengertian fidusia itu sendiri, hal ini

didasarkan bahwa sebenarnya maksud dari perjanjian fidusia yang dibuat

Der embangannya
o
sekarang b ak ad ; ﬁ‘-' oleh penerima

fidusia, g erhada enda  berge ebut sangat

Apalagi mengingat obyek jaminan a pada umumnya adalah barang bergerak
yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap
paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan obyek jaminan

fidusia. Disamping itu akta otentik merupakan alat bukti yang karena dibuat oleh

pejabat negara (Notaris).
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3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Seluruh harta benda debitur demi hukum (by operation of law) menjadi
bagian bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur. Apabila harta benda debitur
tidak mencukupi. Maka hasil penjualan harta benda debitur dibagikan secara
proporsional kepada para kreditur menurut-besar kecilnya piutang masing-masing.
Demikianlah Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata memberikan pengaturan tentang
hak-hak kreditur atas hartatbenda ‘debitur-“Pada, Kreditur tersebut dinamakan
Kreditur Konkuren, dan tidak cukup memperoleh jaminan bagi pelunasan
piutangnya, karena di antara mereka tidak ada yangmempunyai hak
mendahului(Riyanto, 2015, p. 168). Dengan demikian jika utang debitur lebih
besar dari nilai-harta bendanya dan hasil penjualan harta debitur itu dibagi secara
proporsional kepada para kreditur,. maka setiap-kreditur tidak akan memperoleh
pelunasan piutangnya. Demikian pula jika debitur mengalihkan kepemilikannya
kepada pihak ketiga, maka -hak /kreditur-bedasarkan Pasal 1131 dan 1132
KUHPerdata, tidak dapat dipertahankan. Mengajukan gugatan acti pauliana
berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdata untuk menyatakan batal transaksi jual-beli
harta debitur, juga tidak mudah dari segi-hukum.pembuktian. Karena pihak ketiga
yang membeli harta benda akan mendalilkan bahwa dia adalah pembeli yang
beritikad baik yang tidak mengetahui bahwa debitur berutang kepada kreditur.
Sehingga kreditur sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa debitur dan
pihak ketiga pembeli barang, mengetahui bahwa transaksi tersebut merugikan

kreditur.
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Akan tetapi, bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai,
fiducia, hipotik, dan hak tanggungan tersebut mempunyai hak untuk mengambil
hasil penjualan benda yang dibebani gadai, fidusia, hipotik penjualan piutangnya
lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijamin oleh pasal 1131 dan 1132
KUHPerdata atau disebut droit de-preference. Karena itu dalam praktik para
kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan
khusus yang-lahir dari perjanjian’antara ‘kreditursdan debitur, di-mana kreditur
mempunyal hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai
jaminan ulang. Pengikatan jaminan ini bersifat accesoir artinya jaminan itu lahir,
hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu
utang-piutang-atau perjanjian kredit.(Subekti ' R. , Jaminan-jaminan dalam
Pemberian Kredit Menurut.sHukum Indonesia, 1999). Selain itu kreditur
pemegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, fidusia, hipotik ataupun
hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindah
tangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga(Fuady, 2000, p. 65) . Dalam ilmu
hukum sifat ini dikenal dengan istilah droit de suite.

Dalam praktik ketika ketentuan-ketentuan hipotik masih diberlakukan bagi
jaminan atas tanah, larangan bagi kreditur untuk secara otomatis memiliki barang
jaminan telah diselundupi ataupun dihindari dengan mengunakan lembaga jual-
beli dengan hak membeli kembali yang diatur dalam Pasal 1519 sampai dengan
Pasal 1532 KUHPerdata. Jual-beli dengan hak membeli kembali adalah sah
sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal

1320 KUHPerdata. Akan tetapi, jika perjanjian jual-beli dengan hak membeli
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kembali digunakan untuk menghindari ataupun menyelundupi suatu prinsip dalam
hukum jaminan, tentu saja patut dipertanyakan legalitasnya.(Subekti R. , Jaminan-
jaminan dalam Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 1999, p. 17)

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang
menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang. bergerak maupun
yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi tanggungan untuk.segala‘perikatannya: Terhadap jaminan-ini akan timbul
masalah manakala seorang debitur memiliki lebih dari seorang kreditur di mana
masing-masing  kreditur  menginginkan  haknya didahulukan. Hukum
mengantisipasi keadaan demikian dengan membuat jaminan yang secara khusus
diperjanjikan dengan hak-hak istimewa seperti hak tanggungan, hipotik, fiducia,
gadai, maupun cessie piutang.(Riyanto, 2015, p:274)

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk
mengikat objek jaminan utang yang berupa‘barang bergerak. Gadai diatur oleh
ketentuan-ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata sampai- dengan Pasal 1160
KUHPerdata. Pasal 1150 KUHPerdata menyebutkan bahwa gadai adalah suatu
hak yang diperoleh seorang. berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan
yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan
dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya,
dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya

tersebut harus didahulukan.
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Dalam gadai, objek jaminan utang harus di bawah kekuasaan pihak
pemberi pinjaman. Hal ini perlu dipatuhi karena bila objek jaminan utang yang
diikat dengan gadai tersebut tetap berada pada pihak peminjam, pengikatan

melalui gadai tersebut batal demi hukum. Bila hal seperti demikian terjadi dalam

kredit d pu esehat k sebagai

dan
c.  Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya
mengenai pembayaran kembali sesuai dengansyarat-syarat yang telah

disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak

kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
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4. Ruang Lingkup dan Obyek Perjanjian Jaminan Fidusia

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia
adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid atau

security right in rem) yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada

a. Berwujud
b. Tidak berwujud

2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan. Ketentuan
Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No. 42

tabun 1999 menyebutkan bahwa undang-undang ini tidak berlaku terhadap:
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a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda- benda tersebut wajib didaftar;

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua

dengan ak g HPerdata yang
menyatakan emiliki kekuatan
pembuktian s intara para pihak
beserta para a aan dalam praktek
mendukung ketent @‘ obyek jaminan fidusia
adalah barang bergerak ya akta otentiklah yang paling

dapat memberikan jaminan kepastian-hukum berkaitan dengan obyek jaminan
fidusia tersebut.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku
fidusia. Adapun bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan

fidusia adalah Sertifikat jaminan Fidusia vang diterbitkan pada tangga yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana
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diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU jaminan Fidusia.Jaminan fidusia lahir dengan
adanya perbuatan konstitutif (Pasal 13 UUJF).
Mengingat bahwa pemberi fidusia tetap menguasai secara benda yang

menjadi obyek jaminan fidusia dan dialah yang memakai serta merupakan pihak

ganut prinsip
Pasal 20 UU
jaminan Fidusia

menjadi ob : yakan benda pe an hak kepemilikannya

berlaku sejak tanggal pendaftarannya Kantor Pendaftaran Fidusia. Ketentuan
Pasal 28 UU jaminan. Fidusia melahirkan suatu adagium yang berbunyi “first
registered, first secured”. Hal ini berarti bahwa penerima mengambil pelunasan

piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

mendahului kreditur-kreditur lain.
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Dengan demikian maka sekalipunpemberi fidusia pailit, hak untuk dari
penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi jaminan fidusia tidak
termasuk dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia yang juga berarti

memberikan penerima fidusia posisi yang tergolong dalam kreditur separatis.

maka hal : Wberikan kepa antor Pendaftaran
Fidusia un . etan terhadar p! an fidusia dari
Buku Daftar Fidusia da erbitkan surat kete yatakan bahwa

Sertifikat ja

B.

suatu lembaga/usaha yang dikelola erintah dan masyarakat desa yang
bertujuan untuk memperkuatperekonomian desa. BUMDesa adalah lembaga
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya

memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat

yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Maryunani, 2008)
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BUMDesa merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk
membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka
memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba). BUMDesa merupakan suatu
lembaga yang dipercaya sebagai badan usaha yang mampu membantu pemerintah
dan masyarakat-desa untuk mengembangkan sekaligus memenuhi kebutuhan
sehari-hari, menjadi peluang usaha, menambah wawasan masyarakat desa baik
dengan cara mengembangkan. potensi desa maupun memanfaatkan sumber daya
alam desa. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif
masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber
Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Warga
Desa).

Keberadaan BUMDesa secara umum dimaksudkan untuk meningkatkan
kemandirian desa serta untuk memperkuat perekonomian desa, demi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat desa. . Mengingat ‘dengan adanya BUMDesa, desa
diberikan hak penuh untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa tanpa
intruksi dari pemerintah dan kelompok tertentu. Oleh sebab itu pemerintah dan
masyarakat desa dituntut untuk mandiri. Dalam hal ini untuk menopang sifat
kemandirian dari pemerintah dan masyarakat desa maka diperlukan prinsip-
prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, transparansi, serta sustainable agar
BUMDesa dapat dijalankan dengan baik dan optimal, selain itu harus didasarkan
oleh kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak serta kemampuan setiap anggota
untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk

kepentingan produksi dan konsumen.
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Terciptanya Badan Usaha Milik Desa dikarenakan, sudah dititik beratkan
bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, desa dapat
mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Sebagai lembaga komersial dengan institusi

sosial ekonomi BUMDesa harus mampu berkompetensi ke luar desa serta harus

berpihak pada i produktif maupun
konsu i n kni hal ini
mampu  di w&%ﬁa’]s%bk@ﬁ yang tidak
N (7
memberat d an dan lebih
menguntungka i harus  tetap
memperhat i g | dan lembaga
keuangan y: | Iémb uan‘
| Per = K L il o= s
Keteranga M ’ UMDesa
Pengertian ahay; A Bﬁ. @a n usaha yang
e gian besar atau
d luruh modalnya
pem dimiliki oleh desa,
berasal e dari | melalui penyertaan
dari kekayaan | kekayaan secara langsung yang
Negara daerah yang berasal dari kekayaan
dipisahkan desa
Modal Usaha | Dimiliki pemerintah, | Dikuasai Dikelola bersama
berasal dari pemerintah masyarakat desa,
kekayaan daerah, berasal berasal
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Negara

Fungsi

dari
kekayaan daerah
yang

dipisahkan

N ‘\‘ﬂi\“ .P@

Tujuan

memenuhi
kebutuhan
masyarakat di
berbagai

sector

dari kekayaan desa

>ebagai penggerak

perekonomian desa,
melalui peningkatan

Pendapatan Asli Desa

(Berdesa, 2021)
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2. BUMDesa dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan mengenai pendirian BUMDesa diatur dan dijelaskan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pendirian BUMDesa, Yyaitu

terwujudnya
pemberdayaa

dengan

tinjaukan dalam rangka meningkatka lensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar
susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi

daerah dalam kesatuan sistem penyelengaraan pemerintah negara.
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Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 78
menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa,
Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan

Desa dengan

>mbahasan dan

aset desa;
mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa; menciptakan peluang yang
mendukung kebutuhan warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan

PAD.
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3. Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa

Sebagai lembaga pengembangan potensi desa, BUMDes diharapkan dapat
muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di pedesaan. UU No.6 Tahun 2014

tentang payung hukum yang diberikan desa kepada BUMDes sebagai pelaku

masyaraka hokok  baha an. radaan BUMDes

merupakan le yang : desa dengan

telah berhas ‘ an desa mandiri
yang dihar y ana desa yang
. &
disediakan ole
Pl

ekonomi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi perkembangan dapat
dilihat dari parameter-parameter berikut :

1. Pendapatan per kapita

2. Tingkat Pertumbuhan ekonomi

3. Kegiatan perekonomian utama

4. Ketersediaan modal
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5. Pemanfaatan SDA
6. Pertumbuhan penduduk
7. Kepadatan penduduk

8. Tingkat pengangguran

2) an secara aktif de paya menin . idupan manusia

3) . aga yatan dan ketahanan

4) K m L& ekonomian masyarakat
desa.
5) Membantu para masyarakat untuk°meningkatkan penghasilan sehingga dapat
meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. (Seyadi, 2003)
BUMDesa Koto Tinggi dikenal dengan namaUsaha Ekonomi Desa
Simpan Pinjam (UED-SP)Jaya Bersama Koto Tinggi, dibentuk pada tahun 2007.

BUMDesa Jaya Bersama Desa Koto Tinggi unit usaha yaitu simpan pinjam.

Kedepannya BUMDesa Jaya Bersama Desa Koto Tinggiakan mendirikan usaha

55



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

baru yaitu pembukaan swalayan atau sejenis yang akan segera didirikan. Dengan
latar belakang pembentukan, selain dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat, juga memudahkan masyarakat dalam membeli bahan pokok sehari-

hari dengan harga yang relatif murah.

Adapun

3. 1 Orang tokoh Masyaraka

4.1 Orang dari aparat keamanan

Dengan adanya program pemberian kredit pada BUMDesa Jaya Bersama
Koto Tinggi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
tempatan, dan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan

dengan syarat melanjutkan usaha dengan modal yang diberikan sehingga masyarat
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yang mengunakan program ini dapat terbantu untuk mendapatkan modal
membuka usahanya kembali. Diharapkan dengan didirikannya BUMDesa Jaya

Bersama Koto Tinggi ini usaha yang dijalankan berjalan lancar tanpa adanya

kendala yang berarti. Selain itu, tujuan lain dari adanya program pemberian kredit
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Kemitraan dapat dihubungke gan KUHPerdata yang mengacu pada
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Buku 11 tentang perikatan. Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,
baik karena undang-undang, ditegakkan bahwa setiap kewajiban perdata dapat
terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang
sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah hubungan
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hukum antara dua orang atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta
kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan

hukum tersebut. Dengan kata lain perikatan merupakan dua pihak atau lebih yang

saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Dalam unit pelayanan jasa ‘seperti pemberian fasilitas kredit oleh
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi dilakukan dengan tata cara dan prosedur
dengan pemberian kredit pada umumnya dengan lembaga perbankan atau pun non

perbankan, hal ini terlihat dari persyaratan peminjaman tahapan pemberian kredit

dan pencairan danaatau penolakan dan lain sebagainya.
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BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi sebelum menyetujui pemberian
kredit, terlebih dahulu BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi menetapkan pihak—
pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian kredit atau yang berhak

mendapatkan fasilitas kredit, sebagaimana yang diungkapkan Direktur BUMDesa

Jaya Bersama entuan masyarakat
yang be 4&
1) Memilikit

3) a kelayakan berdasarkan hasil pe analisa kredit baik

4)

a Jaya Bersama
Koto Tinggi I prinsip—prinsip
pemberian kred Undang-Undang
Perbankan ataupu p kepercayaan, kehati—
hatian dan lain sebagain ya tujuan dan latar belakang

BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggtitu sendiri. Penetapan persyaratan tersebut,
juga dapat disimpulkan bahwasannya tidak semua anggota, perseorangan ataupun
kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) berhak untuk mendapatkan pinjaman,
dan sebaliknya BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi memiliki wewenang untuk

memilih dan memberikan rekomendasi kepada siapa saja pinjaman dapat

diberikan di Desa Koto Tinggi.
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Dengan demikian subjek hukum atau kecakapan untuk melakukan
pinjaman sebagai salah satu unsur dalam peminjaman pada hakikatnya ditentukan
olen BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi hal ini terlihat dari kriteria calon

peminjam.

kemudian melé a lar g lﬁ MDesa Jaya
o

Bersama ‘ sabah supaya
mendapatka erjadi di ,

W ara pe : b : 3UMDesa Jaya

[ apa: g ti dapat penulis

pahami sec i . i abarkan dalam bentuk

Untuk menda er 2h i is, penulis

Setiap calon nasabah yang akan melakukan peminjaman kepada
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi terlebih dahulu calon nasabah mengajukan
permohonan kredit. Pengajuan permohonan harus dilakukan sendiri oleh setiap

nasabah karena langkah awal dari peminjaman tersebut adalah dengan

mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan maka calon nasabah
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akanmelengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BUMDesa Jaya Bersama
Koto Tinggi, yakni sebagai berikut:
a)  Mengisi dan menanda tangani formulir permohonan kredit.

b)  Mengisi data pribadi pemohon.

, yang penulis
wawancarai, S : pah yang.akan : peminjaman pada

BUMDesa J a ) Se : s mengisi dan

atau nasabah agar data penelitian leb gkap. Adapun hasil angket yang penulis

sebarkan kepada debitur atau nasabah dapat dilihat padaTabel 3.1 berikut:
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Tabel 3.1Debitur yang Mengajukan Permohonan dan Pengisian Formulir

No Jawaban Jumlah Persentase
1 Ya 15 100%
2 Tidak 0 0

Penganalan secara mendalam atas pinjaman yang mencangkup aspek

karakter, pengalaman dan kemampuan mengelolah usaha serta modal sendiri
yang dimiliki.

Mencantumkan secara transparansi analisis atas manfaat dan resiko yang
timbul akibat pemerian pinjaman, baik yang berupa finansial maupun legal

yang terjadi sebelumnya, selama maupun sesudah pemberian pinjaman atau
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pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan komitmen laian yang
dapat menimbulkan kewajiban bagi BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.

d. Mengkaji secara seksama atas kemampuan pembayaran kembali debitur

e. Analisa dan perhitungan yang tepat mengenai nilai agunan pinjaman.

f.  Memperhitungkan dan memperhatikan agunan guna menghindari resiko yang
timbul akibat kesalahan penetapan tingkat bunga.

g. Keyakinan yang mendalam-bahwa usaha yang, dibiyayai benar-benar usaha
yang layak dan memiliki potensi untuk berkembang.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pihak BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi, maka penulis juga melakukan wawancara kepada debitur
agar mendapatkan data dan informasi lebih lengkap. Berdasarkan wawancara
yang penulis lakukan dengan-debitur yeng telah melakukan pinjaman kepada
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi, dengan menjaminkan sebidang tanah,
membenarkan bahwa setiap “peminjam-yang meminjam di BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi semua permohonan yang diajukan diperiksa dengan baik
kelayakan usaha yang dijalankannya dengan melihat kelengkapan data, memberi
beberapa pertanyaan, serta memperhatikan resike yang mempengaruhi usaha yang
dijalankan.

Dalam pemeriksaan persyaratan peminjaman, dilaksanakan dengan hati —
hati, selain untuk prosedur yang berlaku juga menghindarai resiko — reksiko yang
bisa kapan saja timbul. Setelah diperiksanya kelengkapan dokumen atau yang
berkaitan dengan itu laba yang didapatkannya maupun rugi yang akan

ditanggungnya selama bulan kredit berjalan. Hal ini harus dilakukan pihak
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BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi sesuai dengan asas kehati — hatian untuk
menghindari dari pinjaman yang macet.
Setelah berkas dicek secara teliti dan cermat maka selanjutnya akan ada

pengecekan usaha apa yang dilakukan dan melihat jaminan yang dijaminkan

ketahap ¢
Tinggimengea eminja @s yan ayak dan juga

dapat mem

0

0

Jumlah 15 100%

(Data Olahan Lapangan, 2021

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskaan bahwa keseluruhan nasabah
setelah mengajukan permohonan maka pihak BUMDesa Jaya Bersama Koto
Tinggi akan melakukan survey terhadap barang yang menjadi agunan oleh

nasabah tersebut.
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2). Penandatanganan kontrak atau pinjaman
Penandatanganan perjanjian merupakan hal yang sangat penting bagi calon
peminjam BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi agar adanya persetujuan antara

kedua belah pihak, dan juga agar hak dan kewajiban dapat terwujud dan dapat
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dalam suatu perjanjian akan ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak
yang wajib memberikan prestasi dan pihak yang lainya merupakan pihak yang
berhak atas prestasi tersebut. (Widjaja, 2007, p. 248)

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak BUMDesa Jaya

Bersama Koto Tinggi, maka penulis juga melakukan menyebarkan angket kepada
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nasabah agar data penelitian lebih lengkap. Data hasil angket yang penulis
sebarkan kepada nasabah seperti yang ditampilkanpadaTabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3. Nasabah yang Melakukan Penandatangan Perjanjian Kredit
No Jawaban Jumlah Persentase

100%

melakukan
dicairkan.
Tinggi den : 3 anjis ; 2lumnya perjanjian

tersebut tela

BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi, nasabah dapat membaca dan memahami isi
dari suatu perjanjian yang dibuat oleh BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi, hal
ini dilakukan agar memudahkan pihak BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi dan
nasabah dalam membuat sebuah perjanjian. Dalam hal ini BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi melakukan perjanjian baku, perjanjian baku adalah

perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk
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formulir.(Salim H. , 2006, p. 145). Maksud dari penjelasan tersebut bahwasanya
nasabah hanya dituntut untuk menerima atau menolak isi dari suatu perjanjian,
perjanjian dibuat hanya satu pihak tanpa adanya keikutsertaan pihak lain dalam
pembuatan perjanjian tersebut.

Berdasarkan surat perjanjian-pemberian kredit antara kreditur dan debitur
merupakan dasar dari pelaksanaan perjanjian kredit. Diketahuinya hak dan
kewajiban para pihak didasarkan pada angka ~'angka yang dibuat sebelumnya.
Dalam perjanjian tersebut telah diketahui beberapa hak dan kewajiban para pihak.

Adapun hak BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi dapat dilihat dari surat
perjanjianpemberian kredit (SP2K), hak ini di atur dalam poin ke 2, 3, 4, 5, dan 6
surat perjanian yang berisikan : “Pihak kedua wajib membayar angsuran pinjaman
sebanyak x kali angsuran (Sesusai atas kesepakatan bersama dan analisa staff
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi), dan dibayarkan sebulan setelah dana
diterima (sesuai dengan siklus usaha), Pihak kedua dalam hal ini masyarakat desa
yang meminjam wajib melunasi pokok sebesar Rp. x dan bunga sebsar Rp. x, Jika
terjadi keterlambatan. angsuran 1 (satu) bulan oleh Pihak Kedua maka akan
diberikan Surat Peringatan . (sesuar. dengan.-sanksi yang disepakati dalam
Musyawarah Desa (MD) I1), Jika terjadi keterlambatan angsuran 2 (dua) bulan
oleh Pihak Kedua maka akan didatangi ke rumah pemanfaat tersebut (sesuai
dengan sanksi yang disepakati dalam MD-II), Jika terjadi keterlambatan angsuran
3 (tiga) bulan oleh Pihak Kedua secara berturut-turut maka agunan disita/dilelang
untuk melunasi sisa kredit pada Pihak Pertama, sedangkan sisanya dikembalikan

kepada pemanfaat (sesuai dengan sanksi yang disepakati dalam MD-II).
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Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, keseluruhan kerugian
yang diderita oleh pihak yang membuat perikatan, baik secara langsung maupun
secara tidak langsung adalah hubungan erat dengan hal yang diperjanjikan kedua

belah pihak.

perjanjian kredit, jadi mereka Ia

andatangani perjanjian kerdit tanpa
membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut.

Ketika debitur atau nasabah telah menandatangani perjanjian maka
pemberian dana dengan segera harus diberikan oleh BUMDesa Jaya Bersama
Koto Tinggi, dengan catatan debitur telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan

oleh BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.Kewajiban dari BUMDesa Jaya
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Bersama Koto Tinggi adalah memastikan masyarakat tempatan yang dianggap
pantas mendapatkan pinjaman, dan juga BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi
berkewajiban memberikan pinjaman modal sesuai dengan perjanjian yang telah

ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini bertujuan agar meningkatkan

ah disepakati

ketika semua

disepakati.

Menurut staf BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi, debitur yang tidak
menunaikan kewajibannya akan diberikan sangsi bunga 1%, dan jika masih
tidakmenunaikan kewajibannya 3 bulan berturut turut maka pihak BUMDesa Jaya

Bersama Koto Tinggi akan mendatangi rumah pemanfaat dan dapat

menyita/melelang untuk melunasi sisa angsuran dari debitur tersebut.
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Kewajiban debitur dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit ini
diatur pada pasal 1763 KUHPerdata. Didalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap
siapa saja yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibbkan mengembalikannya

dalam jumlah dan keadan yang sama dan pada waktu yang telah

dan BUMDesa
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debitur termasuk masalah kepercayae gembalian uang, hal ini sesuai dengan
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prinsip kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur didasarkan pada
kepercayaan karena debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk membayar
lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Berhasil atau tidaknya suatu proses peminjaman uang dari kreditur kepada

pihak pemanfaat dalam hal ini debitur, maka perlu dilakukan suatu tahapan
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sebelumnya yakni perjanjian kredit. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana
dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu
persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan
menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan perjanjian kredit
adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang-bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil,
maka perjanjian jaminan adalah assessornya.

Selain itu, pihak kreditur' dalam hat“ini’ BUMDesa Jaya Bersama Koto
Tinggi dalam memberikan kredit kepada nasabahnya berpedoman pada prinsip
pemberian kredit, antara lain: 1) Watak (Character); 2) Kemampuan (Cacpacity);
3) Modal (Capital) dan 4) Jaminan (Collateral).(Supramono, 2009, p. 159)

Jaminan secara umum dibedakan menjadi dua macam yaitu jaminan
kebendaan dan.jaminan perorangan, jaminan-kebendaan adalah jaminan yang
mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu sedangkan jaminan
perorangan adalah jaminan yang ‘hanya mempunyai hubungan langsung dengan
pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Mengenai macam jaminan
kebendaan, pertama-tama yang dikenal oleh KUH Perdata ialah gadai dan hipotek
dan kedua yang diperkenalkan.oleh yurisprudensi ialah fidusia.

Fidusia sering disebut jaminan-hak milik secara kepercayaan, merupakan
suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang
dikembangkan oleh yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang
diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya
tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara

constitutum possessorium. Dalam perjanjian kredit antara BUMDesa Jaya
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Bersama Koto Tinggi dan nasabah dengan jaminan fidusia bersepakat untuk tidak
perlu menyerahkan barang jaminan, debitur hanya menyerahkan bukti
kepemilikan barang (surat tanah SKGK/SHM atau surat BPKB) kepada
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.

Selama_.utang . belum lunas. kepemilikan barang. dialihkan secara
kepercayaan kepada BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi. Namun apabila
debitur wanprestasi atas.uangnya, maka barang jaminan diserahkan kepada
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi untuk dijual secara lelang. Jaminan fidusia
merupakan lembaga jaminan yang sangat dibutuhkan dalam lembaga keuangan
mikro salah satunya adalah BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi,mengingat
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi adalah lembaga keuangan yang dapat
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat-untuk mendukung pertumbuhan
dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan produk pembiayaan yang
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi tawarkan kepada masyarakat setempat.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan yang beresiko bagi BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi, oleh karena itu perlu diimbangi dengan adanya ketentuan
hukum jaminan yang jelas dan lengkap, mengingat setiap penyaluran kredit
memerlukan jaminan yang kuat. Dengan dibuatnya Undang-Undang No. 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan
usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan, terutama BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.

Dalam Undang-Undang UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

juga mengatur tentang proses pendaftaran fidusia, pendaftaran jaminan fidusia di
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Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat
dengan didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka secara yuridis Jaminan
Fidusia tersebut lahir dan akan diikuti dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan

Fidusia yang mengandung Titel Eksekutorial yang berkekuatan sama dengan

ndang Nomor
42Tahun 1¢ ar b ahir pada tanggal
yang sama Daftar Fidusia

dankreditur % erole rtifika demi  Keadilan

Undang Nomor 42 Tahun 1999 ang Jaminan Fidusia mengamanatkan
Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam
bahasa Indonesia danmerupakan akta Jaminan Fidusia. Mengutip (Nugroho,

2007), saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum

maupun  perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi  konsumen
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(consumerfinance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring)
melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan..

Akibat hukum perjanjian jaminan fidusia antara BUMDesa Jaya Bersama
Koto Tinggi dengan nasabah, maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat; sehingga tidak akan dianggap sah atau
seringdikatakan sebagai akta di bawah tangan, dimana yang menyetujui hanya
para pihak sajadan tidak. dibuat-di hadapan pejabat yang berwenang. Sehingga
akibat hukum.yang muncul adalah saat jaminan fidusia tidak didaftarkan maka
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi tidak memiliki hak eksekutorial serta hak-hak
Bumdes Jaya Bersama Koto Tinggi tidak mendapat perlindungan sebagaimana
disebutkan dalam undang-undang jaminan fidusia.

Wawancara penulis dengan Direktur BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi
menjelaskan bawah BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi menggunakan tata cara
perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan
fidusia. Nasabah menyediakan barang bergerak atau yang tidak yang diminta
(semisal kendaraan bermotor atau tanah) kemudian dengan atas nama sebagai
nasabah/debitur ~ (penerima.. Kkredit/pinjaman).  Konsekuensinya  debitur
menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia objek yang
dimaksud. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi
fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya
barangmengajukan pembiayaan kepada BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi,

selanjutnya masing-masing pihak sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap
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benda milik debitur, seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan.
Namun di laksanakan tidak dalam akta notaris atau dikenal dengan sebutan di
bawah tangan.

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia (akta
notaris) menimbulkan akibat hukum-yang komplek dan beresiko. Kreditur dalam
hal ini BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi bisa melakukan hak eksekusinya
karena dianggap sepihak .dan dapat menimbulkan Kkesewenang-wenangan. Bisa
juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full
sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian
dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang
tersebut berdiri hak sebagian milik nasabah dan sebagian milik BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai
harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat
dikategorikan sebagai PerbuatanMelawan-Hukum (PMH) sesuai diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat digugat ganti kerugian.

Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan
masuk dalam tindak pidana.Pasal 368 KUHPidana jika kreditur melakukan
pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan: “Barang siapa
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan
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piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan”.

Situasi ini dapat terjadi jika BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi dalam
eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal
diketahui dalam* barang tersebut sebagian atau seluruhnya. milik orang lain.
Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik
BUMDesa Jaya Bersama. Kote” Tinggi “yang mau_mengeksekusi tetapi tidak
didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat
terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang
mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.
Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang antara BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi dan nasabahnya.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia BUMDesa Jaya Bersama
Koto Tinggi sesuai ketentuan UU:Nomor-42Tahun1999, dan aturan pelasananya,
maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk ketegori perjanjian di bawah
tangan, dan penyelesaiannya membutuhkan campur tangan pihak peradilan. Oleh
karena itu, proses eksekusi harus dilakukan.dengan cara pengajukan kepada
pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses eksekusi terhadap benda yang menjadiobjek jaminan fidusia
ataupun benda yangmenjadi objek diluar jaminan fidusia, parapihak harus
memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan
pinjaman dimaksud, karena dalam hal demikian, perlu diperhatikan bahwa

terhadap obyek pembiayaan jaminan fidusia dalamperjalannnya tidak penuh
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sesuai nilai barang, karena debitur sudah melakukan prestasinya yakni telah
membayar beberapa kali angsuran yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu,
benda yang menjadi objek jaminan fidusia adasebagian hak yang dimiliki oleh
nasabah,sebagian lainnya milik BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.
Apabilaeksekusi-tersebut dilakukan secara paksa, hal ini tentunya akan melanggar
hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan
melawan hukum sebagaimana--diatur” dalam /Pasal . 1365KUHPerdata,sehingga
debitur dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk meminta ganti
kerugian atas perbuatan BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi tersebut.

Akibat hukum lain dapat juga terjadi, apabila nasabah mengalihkan objek
fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain, dalam hal ini debitur
juga tidak dapatdijerat dengan-JU.Nomor 42 Tahun 1999, karena akta perjanjian
di bawah tangan tidak sah menurutUU dimaksud. Oleh karena itu, menyikapi hal
ini kadang kala BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi selaku kreditur melaporkan
debiturkepada kepolisian atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan Pasal 372
KUHPidana, yang" berbunyi:“Barang siapa dengan sengaja dan ataumelawan
hukum memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam
karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lamaempat tahun atau pidana
denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Hasil wawancara penulis dengan pengawas BUMDesa Jaya Bersama Koto
Tinggi yang menyatkan bahwa langkah BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi

yang demikian pada dasarnya dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi jikalau
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BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi juga melakukan perbuatan sewenang-
wenang untuk mengambil bendajaminan fidusia dan sebaliknya debitur juga
bertindak mengalihkan benda jaminan fidusia, maka hal ini akan terjadi saling

melaporkan.

Tinggi. Di s& i enteri Keuangan

tentang i’ Jaftarkan ia Iﬂf sisi  positif.

“Pendaftara . : : ga pembiayaan
memiliki
pendaftara
jaminan apabila terjadi cet. Bukan ber: : endaftarkan fidusia
serta merta

udah, Penyitaan

sudah tidak ada
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BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

pinjaman tersebut.
2. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang prinsip dasarnya
memberikan perlindungan hukum kepada BUMDesa Jaya Bersama Koto
Tinggi dari kerugian yang diakibatkan debitur cidera janji atau
wanprestasi. Namun dalam pelaksanaan perjanjiannya beberapa nasabah

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, praktiknya masih ditemukan
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persoalan-persoalan yang terjadi, baik berasal dari BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi sendiri atau dari Nasabah. Dalam hal ini, BUMDesa
Jaya Bersama Koto Tinggi yangmenerima hak jaminan fidusia kadang kala

tidak mendaftarkannya, dengan alasan biaya atau karena akta perjanjian

1. Kesalahan tidak sepenuhnya nasabahakan tetapi juga datang dari
BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.Oleh karena itu, BUMDesa Jaya
Bersama Koto Tinggi harus memperhatikan betul mana calon nasabah
yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan
pinjaman. Dan nasabah seharusnya sebelum melakukan penandatanganan

SP2K harus memahami isi dari perjanjian tersebut, agar mengetahui apa
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saja yang menjadi hak dan kewajiban dari nasabah selama melakukan
perjanjian dengan BUMDesa Jaya Bersama Koto Tinggi.
Sebaiknya untuk lebih mempertegas peraturan mengenai pendaftaran akta

jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999
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